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DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca
dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah
atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.07/2021
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DAN DAMPAKNYA

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.07/2022

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan,
Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta.

6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

8. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

9. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

10. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori
tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan,
pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

11. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan
otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang
digunakan untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan, pemerin tahan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

13. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana
Keistimewaan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai
Kewenangan Istimewa dan merupakan bagian dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
*

)

14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan. *)

15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan. *)

16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk
mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
*)

Pasal 2

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. perubahan alokasi;
b. penggunaan;dan
c. penyaluran.

BAB Il
PERUBAHAN ALOKASI
Bagian Kesatu
Dana Alokasi Umum

Pasal 3

(1) Pagu alokasi DAU ditetapkan sebesar Rp377.791.390.288.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh
triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan
puluh delapan ribu rupiah).

(2) Perubahan alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Daerah provinsi dan
kabupaten/kota ditetapkan secara proporsional.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



Bagian Kedua
Dana Otonomi Khusus

Pasal 4

(1) Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan sebesar Rp19.482. 919.184.000,00 (sembilan
belas triliun empat ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus
delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:

a. alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp7.555.827.806.000,00 (tujuh
triliun lima ratus lima puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus
enam ribu rupiah);

b. alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar
Rp7.555.827.806.000,00 (tujuh triliun lima ratus lima puluh lima miliar delapan ratus dua
puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah) yang dibagi sebagai berikut:

1. alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar RpS.289.079.464.000,00 (lima
triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus
enam puluh empat ribu rupiah); dan

2. alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.266.748.342.000,00
(dua triliun dua ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga
ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan

c. alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.371.263.572.000,00 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh
satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang
dibagi sebagai berikut:

1. alokasi Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar
Rp2.622.758.143.000,00 (dua triliun enam ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus lima
puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan

2. alokasi Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar
Rpl.748.505.429.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar lima ratus
lima juta em pat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

(2) Perubahan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b, masing-masing dilakukan berdasarkan perhitungan yang besarnya setara dengan
2% (dua persen) dari pagu alokasi DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Dana Transfer Khusus
Pasal 5
(1) Pagu alokasi DAK Fisik ditetapkan sebesar Rp63.648.200.000.000 (enam puluh tiga triliun
enam ratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a. DAK Fisik yang dirinci per jenis/bidang/ subbidang menurut provinsi/kabupaten/kota
sebesar Rp63.318.942.736.000,00 (enam puluh tiga triliun tiga ratus delapan belas miliar
sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan

b. cadangan DAK Fisik sebesar Rp329.257.264.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar
dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

(2) Bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. bidang Pendidikan se besar Rp18.333.059.942.000,00 (delapan belas triliun tiga ratus tiga
puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

b. bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp19.796.485.885.000,00 (sembilan
belas triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta
delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



c. bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp975.784.325.000 (sembilan ratus tujuh
puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu
rupiah);

d. bidang Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp743.538.967.000,00 (tujuh ratus empat
puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu
rupiah);

e. bidang Pertanian sebesar Rpl.394.263.757.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh
empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

f.  bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp997.119.766.000,00 (sembilan ratus sembilan
puluh tujuh miliar seratur sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

g. bidang Pariwisata sebesar Rp585.411.19 | .000,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar
empat ratus sebelas juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

h. bidang Jalan sebesar Rpl0.210.344.809.000,00 (sepuluh triliun dua ratus sepuluh miliar tiga
ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

i. bidang Air Minum sebesar Rp2.977.364.075.000,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh
tujuh miliar tiga ratus enam puluh em pat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

j. bidang Sanitasi sebesar Rpl.974.663.982.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh
empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu
rupiah);

k. bidang Irigasi sebesar Rp2.901.015.016.000,00 (dua triliun sembilan ratus satu miliar lima
belas juta enam belas ribu rupiah);

I.  bidang Lingkungan Hid up sebesar Rp606.107.059.000,00 (enam ratus enam miliar seratus
tujuh juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

m. bidang Transportasi Perdesaan sebesar Rpl.248.319.817.000,00 (satu triliun dua ratus
empat puluh delapan miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh belas ribu
rupiah); dan

n. bidang Transportasi Laut sebesar Rp575.464.145.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar
empat ratus enam puluh empat juta seratus em pat puluh lima ribu rupiah).

(3) Jenis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis DAK Fisik
Reguler dan DAK Fisik Penugasan.

(4) Rincian DAK Fisik menurut Daerah provinsi/ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a didasarkan pada nilai Rencana Kegiatan DAK Fisik per jenis/bidang/subbidang yang
telah disepakati bersama antara Daerah dengan Kementerian/Lembaga terkait.

(5) Alokasi cadangan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan selisih
dari pagu alokasi DAK Fisik setelah penyesuaian dengan nilai total Rencana Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6

Pagu alokasi DAK Nonfisik untuk Jenis Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah ditetapkan sebesar Rpl.585.007.000.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh lima
miliar tujuh juta rupiah).

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



BAB I11
PENGGUNAAN
Bagian Kesatu
Dana Transfer Umum

Pasal 7

(1) Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan
penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangl kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan
publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.

(2) Dari besaran paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan
ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan penggunaannya, termasuk
tetapi tidak terbatas pada:

a. perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% (dua puluh persen); dan
b. pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15% (lima belas persen).

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang telah ditandatangani oleh Kepala
Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani dan diberi cap dinas
kepada Menteri Keuangan c.g. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap bulan.

(2) Penyampaian laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk periode laporan bulan April disertai pernyataan pengalokasian
dukungan program pemulihan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan setiap tanggal 7 untuk realisasi bulan sebelumnya. *)

(4) Dalam hal tanggal 7 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu
penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari kerja berikutnya. *)

(5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penyaluran DAU bulan berikutnya tidak dapat disalurkan.

(6) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Penyaluran kembali DAU yang belum disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan secara sekaligus sebesar DAU yang ditunda paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) clan belanja prioritas lainnya.

(2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari DAU atau
DBH yang digunakan untuk:
a. dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dapat

berupa:
1. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019
(COVID19);

2. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



3. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) ke fasilitas kesehatan; dan

4. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

b. mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing
kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;

c. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19); dan

d. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar
8% (delapan persen) dari alokasi DAU.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) bersumber dari DBH ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan
persen) dari alokasi DBH.

(5) Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, dukungan pendanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dana yang bersumber dari
penerimaan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmarked). *)

(6) Penghitungan besaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tingkat perkembangan kasus Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Daerah masing-masing.

(7) Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana
paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintan Daerah menyediakan dukungan pendanaan
paling sedikit 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7a) Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat
digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Daerah dan penanganan kemiskinan ekstrem. **)

(8) Tata cara pelaksanaan kegiatan dan penghitungan masing-masing pendanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Kementerian Kesehatan.

(9) Tata cara penganggaran dan pengelolaan keuangan dalam APBD atas kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

(10) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap
tanggal 7 untuk periode laporan bulan sebelumnya. *)

(11) Dalam hal tanggal 7 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu
penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pada hari kerja berikutnya. *)

(12) Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan pada tingkat kelurahan.

(13) Pemantauan dan pengendalian atas belanja APBD untuk dukungan pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Pasal 9A*)
*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



(1) Dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) se bagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, termasuk: ***)

a. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional, dan/atau Badan Intelijen Negara berupa:

1) operasi penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro;

2) operasi yustisi/kawal vaksin;

3) rekrutmen dan pelatihan tenaga kesehatan; dan/ atau

4) operasional kegiatan; dan

b. pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan dan tenaga
pendukung yang melaksanakan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dari
unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen Negara.

(2) Dukungan operasional dan insentif atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih
dahulu dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. *)

(3) Pemerintah Daerah wajib mengganti dana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud
pada ayat (2). *)

(4) Penggantian dana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH per Daerah tahun anggaran 2021. ***)

(5) Penggantian dana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan
atas realisasi anggaran yang dilaporkan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan
Intelijen Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran. ***)

(6) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh Direktorat
Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 31 Agustus 2022. ***)

Pasal 9B*)

(1) Pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH per daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9A ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembantu
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
setelah menerima rekomendasi pemotongan DAU dan/atau DBH per Daerah dari Direktorat
Jenderal Anggaran. ***)

(2) Rekomendasi pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH per Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 12 setiap bulannya. ***)

(3) Dalam hal tanggal 12 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu
penerimaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.

(4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU
dan/ atau DBH dan penyetoran dana hasil pemotongan DAU dan/ atau DBH per Daerah yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

***)

(4a) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:

***)
a. nhama daerah;
*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
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b. besaran DAU dan/ atau DBH yang dipotong; dan
c. periode pemotongan DAU dan/ atau DBH.

(5) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
melaksanakan pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH. ***)

(6) Pemotongan atas penyaluran DAU dan/ atau DBH untuk tahun anggaran 2021 dilakukan dalam
hal rekomendasi pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH per Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 12 November 2021. ***)

(7) Dalam hal pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH per Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran 2021, pemotongan penyaluran DAU
dan/ atau DBH per Daerah dapat dilakukan pada tahun anggaran 2022 dan/ atau tahun anggaran
2023, ***)

(8) Batas waktu penyampaian rekomendasi untuk pemotongan penyaluran DAU dan/ a tau DBH
per Daerah pada tahun anggaran 2022 dan/ a tau tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) paling lambat tanggal 13 September 2022. ***)

Pasal 9C***)

(1) Rekomendasi pemotongan atas penyaluran DAU dan/ atau DBH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9B ayat (1) wajib dilengkapi dengan Berita Acara Rekonsiliasi per Daerah yang disusun
oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen Negara bersama Daerah. ***)

(2) Dalam rangka percepatan penggantian dana APBN, pemotongan atas penyaluran DAU dan/ a
tau DBH per Daerah dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa adanya dokumen Berita Acara
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ***)

(3) Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen Negara bersama Daerah secara aktif
melakukan koordinasi untuk menyusun dokumen Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan paling lam.bat tanggal 12 Desember 2022. ***)

(4) Hasil kesepakatan yang disampaikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. ***)

(5) Dalam hal Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan
paling lam.bat pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besaran realisasi anggaran
yang telah dilaporkan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/atau Badan Intelijen Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (5) dan/ atau telah ditindaklanjuti dengan
pemotongan atas penyaluran DAU dan/ atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan sebagai angka yang telah disepakati oleh Daerah. **¥*)

(6) Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini. ***)

Pasal 9D***)

(1) Pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH yang telah dilakukan berdasarkan: ***)

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KM.7 /2021 tentang Pemotongan Penyaluran
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan ***)

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
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b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7 /2021 tentang Pemotongan Penyaluran
Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam
rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), ***)

tanpa adanya dokumen Berita Acara Rekonsiliasi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
harus dilengkapi dengan Berita Acara Rekonsiliasi. ***)

(2) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9C berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dan
penyampaian atas Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ***)

Pasal 9E***)

Terhadap rekomendasi pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH yang telah disampaikan oleh
Direktorat Jenderal Anggaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus dilakukan
pemutakhiran berdasarkan hasil koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen
Negara. ***)

Bagian Kedua
Insentif Tenaga Kesehatan

Pasal 10

(1) Dalam hal pada Tahun Anggaran 2021, terdapat sisa dana dari DAK Nonfisik untuk jenis dana
Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Kas Umum
Daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2021
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas Kinerja Tahun Anggaran 2020; dan
b. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2021.

(3) Pendanaan insentif tenaga kesehatan Daerah dalam rangka penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf ¢ digunakan untuk:

a. pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2020 dalam hal
sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi; dan
b. pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2021.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) yang telah ditandatangani oleh
Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani dan diberi cap
dinas, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk softcopy diterima oleh Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat setiap tanggal 14 untuk
periode laporan bulan sebelumnya.

(3) Dalam hal tanggal 14 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu
penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga
Dana Transfer Khusus

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
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Pasal 12%)

(1) Penggunaan DAK Fisik berpedoman pada dokumen rencana kegiatan, petunjuk teknis DAK
Fisik, dan/ atau petunjuk operasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Cadangan DAK Fisik dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan mendesak dalam rangka
mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemulihan
ekonomi nasional, penyesuaian belanja negara, dan/ atau kegiatan prioritas lainnya.

(3) Penggunaan untuk membiayai kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat

(4) Cadangan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan menurut Daerah
provinsi/kabupaten/kota dilakukan berdasarkan usulan daerah melalui aplikasi sistem informasi
perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dan mempertimbangkan hasil penilaian oleh
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional serta kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau Kementerian Keuangan.

(5) Rincian alokasi atas penggunaan Cadangan DAK Fisik menurut Daerah
provinsi/kabupaten/kota dan tata cara penyaluran ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama
Menteri Keuangan.

(6) Dalam hal menu/kegiatan DAK Fisik belum dikontrakkan, pelaksanaan DAK Fisik diutamakan
untuk penyerapan tenaga kerja lokal dan/ atau penggunaan bahan baku lokal dengan
berpedoman pada petunjuk teknis dan petunjuk operasional DAK Fisik.

(7) Penyerapan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam aplikasi
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(8) Penggunaan alokasi DAK Nonfisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
DID

Pasal 13

(1) DID digunakan untuk:
a. bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;
b. bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
c. penguatan perekonomian Daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/ atau
d. perlindungan sosial.

(2) Penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
a. honorarium; dan
b. perjalanan dinas.

(3) Penggunaan DID untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari alokasi DID setiap Daerah.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan DID tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DID tidak disalurkan.

(5) Dalam hal pada Tahun Anggaran 2021, terdapat sisa DID dan DID Tambahan Tahun Anggaran
2020 pada Rekening Kas Umum Daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam
APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Sisa DID dan DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14
*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
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(1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan:
a. laporan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2020;
laporan rencana penggunaan sisa DID Tahun Anggaran 2020;
laporan realisasi penyerapan DID Tambahan Tahun Anggaran 2020;
laporan rencana penggunaan s1sa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020; dan
laporan bulanan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2021,

©T o0 o

kepada Menteri Keuangan c.qg. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DID.

(3) Penyampaian laporan rencana penggunaan sisa DID, laporan realisasi penyerapan DID
Tambahan, dan laporan rencana penggunaan sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d, dengan ketentuan:
a. ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan diberi cap dinas; dan
b. disampaikan melalui Portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Sistem

Informasi Keuangan Daerah paling lambat tanggal 21 Juni 2021.

(4) Penyampaian laporan bulanan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan:
a. ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan diberi cap dinas; dan
b. disampaikan melalui Portal Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Sistem

Informasi Keuangan Daerah paling lambat tanggal 14 untuk realisasi bulan sebelumnya.

(5) Dalam hal tanggal 21 Juni 2021 dan tanggal 14 bertepatan dengan hari libur atau hari yang
diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan
ayat (4) huruf b pada hari kerja berikutnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(7) Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, menjadi salah satu kriteria atau kategori kinerja dalam
pengalokasian DID Tahun Anggaran 2022.

Pasal 14A%*)

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan/ atau penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Dana Keistimewaan dapat digunakan untuk
mendanai pencegahan dan/ atau penanganan pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19)
termasuk namun tidak terbatas untuk:

a. penyediaan fasilitas kebutuhan medis penanganan pandemi Corona Vims Disease 2019
(COVID-19);

b. pembiayaan relawan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

c. penyediaan sarana dan prasarana penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) termasuk penyediaan mobil ambulan;

d. pemberian jaminan hidup bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah; dan/
atau

e. mendorong penyediaan plasma konvalesen untuk mempercepat penanganan pandemi
Corona Vims Disease 2019 (COVID-19).

(2) Pendanaan untuk pencegahan dan/ atau penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui perubahan terhadap
rencana penggunaan Dana Keistimewaan.

(3) Perubahan rencana penggunaan Dana Keistimewaan untuk pencegahan dan/atau penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan penilaian dengan
kementerian/lembaga terkait.

(4) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan laporan atas perubahan rencana
penggunaan Dana Keistimewaan untuk pencegahan dan/ atau penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan
Menteri/pimpinan Lembaga terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perubahan.

Bagian Kelima
Dana Desa

Pasal 15
Dihapus*)

BAB IV
PENYALURAN
Bagian Kesatu
Dana Transfer Umum

Pasal 16

(1) Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar sisa pagu alokasi DAU setelah penyesuaian
dibagi dengan jumlah bulan yang belum disalurkan setelah memperhitungkan penyaluran
sebelumnya.

(2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan paling
cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk DAU bulan April 2021 sampai
dengan Desember 2021.

(3) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi
persyaratan penyaluran DAU dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 dan Pasal 9 ayat (10).

Bagian Kedua
Dana Transfer Khusus

Pasal 17

(1) Penyaluran DAK Fisik dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan persyaratan
penyaluran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DAK Fisik.

(2) Penyampaian persyaratan dimaksud pada ayat penyaluran sebagaimana (1) dilakukan dengan
mencantumkan informasi tambahan berupa:

a. perkiraan data jumlah tenaga kerja lokal yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan; dan
b. pemutakhiran data jumlah tenaga kerja lokal yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan.

(3) Perkiraan data jumlah tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan pada daftar kontrak kegiatan sebagai persyaratan penyaluran DAK Fisik.

(4) Pemerintah Daerah menyampaikan pemutakhiran data jumlah tenaga kerja lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b pada laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran
(output) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang kepada Kepala Kantor Pelayanaan
Perbendaharaan Negara melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara paling lambat tanggal 15 Desember 2021.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
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(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperbaharui sampai dengan penyaluran
DAK Fisik tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 18

Dalam hal penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (1) telah dilakukan
berdasarkan pagu alokasi DAK Fisik sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyaluran DAK Fisik
tahap selanjutnya dilakukan dengan memperhitungkan penyaluran yang telah dilakukan. Pasal 19
Penyaluran DAK Nonfisik dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan persyaratan
penyaluran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DAK Nonfisik.

Bagian Ketiga
Dana Desa

Pasal 20*)

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan
Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke
RKD.

(3) Pemotongan Dana kabupaten/kota dan Desa setiap penyaluran dana Daerah hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap,
dengan ketentuan:

a. tahap | sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan
kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) paling cepat bulan J anuari;

b. tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh
paling cepat bulan Maret; dan

c. tahap Il sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas
paling cepat bulan Juni;

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap | sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan
kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) paling cepat bulan Januari; dan

b. tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas
paling cepat bulan Maret;

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang
dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 20A%*)
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(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari
bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a berupa:

1.

2.

peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana
Desa setiap Desa; dan
surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap Il sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b berupa:

1.
2.

peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya;

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap | menunjukkan

rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan

ratarata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima

persen) dari Dana Desa tahap | yang telah disalurkan;

peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau

peraturan. kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat

BLT Desa; dan

berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara

Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal

dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang
disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran
2019; dan

c. tahap Il sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) hgruf ¢ berupa:

1.

2.

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap Il
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap Il yang telah disalurkan; dan

laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desa pada saat
pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b a tau tahap 111 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan
ketentuan:

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a berupa:

1.

2.

peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana
Desa setiap Desa; dan
surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap Il sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b berupa:

1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap | menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan
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ratarata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) dari Dana Desa tahap | yang telah disalurkan;

4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat
BLT Desa; dan

6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara
Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal
dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang
disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran
20109.

(4) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desa pada saat
pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap Il sebagaimana ayat (3) hurufb.

(5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan)
bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b,
penyaluran Dana Desa tahap Il Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan
berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT
Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(6) Dalam hal tidak terdapat perubahan data jumlah Desa, tata cara penghitungan, dan penetapan
rincian Dana Desa, peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan rincian Dana
Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a tidak
dilakukan perubahan.

(7) Dalam hal bupati/wali kota melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, selain persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap 111 dan tahap
Il untuk Desa berstatus Desa Mandiri ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan
bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap desa.

(8) Bupati/wali kota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk
seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
tahap | pertama kali.

(9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf ¢ angka 1
serta ayat (3) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan setiap desa.

(10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf ¢ angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 3 dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran.

(11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan
input data, bupati/wali kota menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan
pemutakhiran.

(12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada peraturan yang
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
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(13) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah
atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan
masyarakat desa.

(14) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditunjuk oleh
bupati/wali kota.

(15) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).

(16) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) diolah dan dihasilkan
melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 20B*)

(1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk desa berstatus Desa Mandiri disalurkan
dengan ketentuan:

a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:

1) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) huruf a angka
2;

2) melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku
selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa; dan

3) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur masingmasing
bulannya;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan, diajukan oleh
bupati/wali kota paling banyak untuk kebutuhan penyaluran BLT Desa selama 3 (tiga)
bulan setelah bupati/wali kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak
salur masing-masing bulannya;

c. dalam hal Dana Desa untuk BLT Desa telah disalurkan pada bulan tertentu, penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa bulan berikutnya dapat diajukan secara 3 (tiga) bulanan setelah
bupati/wali kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing-
masing bulannya;

d. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, dilakukan
sampai dengan bulan kesembilan; dan

e. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan
sekaligus setelah bupati/wali kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa
layak salur masing-masing bulannya paling cepat pada bulan Oktober.

(2) Penandaaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

(OM SPAN).

Pasal 20C*)

(1) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B ayat (1) huruf a
merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT
Desa tahun berkenaan.

(2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa, dilakukan penghitungan dengan ketentuan:

a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri bulan kesatu sampai
dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a;
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diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sis tern Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM
SPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulannya, paling banyak sebesar Dana Desa tahap |
yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Desa untuk penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

(3) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan
besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan
Dana Desa untuk BLT Desa.

(4) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan
Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B untuk
bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah bupati/wali
kota melakukan penandaan atas Desa layak salur.

(5) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih
kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

(6) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desanya sampai dengan
bulan kedua belas paling lambat tanggal 31 Januari 2022.

(7) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahun
anggaran 2022.

(8) Bupati/wali kota bertanggungjawab atas kebenaran perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 20D*)

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20A ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada
bupati/wali kota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

a. tahap | tanpa dokumen persyaratan;
b. tahap Il berupa:

1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; .

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap | menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan
ratarata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) dari Dana Desa tahap | yang telah disalurkan; dan

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat
BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di Rekening Kas Daerah antara Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap Il berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap |1

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan
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puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap Il yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk
bulan yang telah disalurkan BLT Desanya pada saat pengaJuan persyaratan penyaluran Dana
Desa tahap |1 dan tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20A ayat (3), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada
bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap | tanpa dokumen persyaratan;
b. tahap Il berupa:

1. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap | menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan
ratarata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) dari Dana Desa tahap | yang telah disalurkan;

4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan
Langsung Tunai Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat
keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa; dan

6. Dberita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa.

(4) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk
bulan yang telah disalurkan BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa
tahap Il sebagaiman dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan)
bulan, selain persyaratan penyaluran se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3)
huruf b, penyaluran tahap Il Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persayaratan berupa
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
yang memenubhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf ¢ angka 1
serta ayat (3) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan ratarata persentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan setiap Desa.

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf ¢ angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 3 dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran,
cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan
input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada
bupati/wali kota untuk dilakukan pemutakhiran.

(9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 20E¥*)

(1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri disalurkan
dengan ketentuan:
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a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga
dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk
BLT kepada bupati/wali kota; dan

b. penyaluran Dana Desa untuk bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan
tanpa persyaratan.

(2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
dibayarkan sampai dengan bulan kedua belas termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri
kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

(3) Dalam hal tanggal 31 Desember 2021 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan,
batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja sebelumnya.

(4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua
belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahun
anggaran 2022.

(5) Dana Desa untuk BLT Desa yang telah disalurkan ke RKD dibayarkan kepada keluarga
penerima manfaat tidak melebihi bulan berkenaan.

(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah
yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun
sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun
berkenaan.

(7) Kepala Desa melakukan pendataan sesuai mekanisme pendataan yang digunakan dalam
pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2020.

(8) Kepala Desa dapat menyesuaikan jumlah keluarga penerima manfaat tahun berkenaan dengan
memperhatikan penduduk miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan belum menerima bantuan.

(9) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20F**)

(1) Untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem pada Desa di 35 (tiga puluh lima)
kabupaten prioritas, diberikan tambahan BLT Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) selama 3 (tiga) bulan.

(2) Tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. keluarga penerima manfaat yang telah terdata sebagai penerima BLT Desa tahun anggaran
2021, dalam hal:
1. Desa tidak memiliki data kelompok 10% (sepuluh persen) penduduk miskin terbawah
(desil 1); atau
2. Desa memiliki data kelompok 10% (sepuluh persen) penduduk miskin terbawah (desil
1) namun tidak terdapat keluarga miskin yang masuk dalam data penerima BLT Desa
tahun anggaran 2021; atau
b. keluarga miskin yang berada pada kelompok 10% (sepuluh persen) penduduk miskin
terbawah (desil 1) yang masuk dalam data penerima BLT Desa tahun anggaran 2021.

(3) Kepala Desa melakukan pendataan calon penerima tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lambat tanggal 26 November 2021 setelah berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



Pasal 20G**)

(1) Pendanaan atas tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F ayat (1)
bersumber dari Dana Desa tahap Il atau tahap 1l untuk Desa berstatus Desa Mandiri di luar
dari kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

(2) Dalam hal Desa sudah salur tahap Il atau tahap Il untuk Desa berstatus Desa Mandiri,
tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Dana Desa tahap 111
atau tahap Il untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah salur.

(3) Tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Dana Desa
tahap Il dalam hal:

a. Desayang belum salur Dana Desa tahap I1; atau
b. pendanaan tambahan BLT Desa tidak mencukupi dengan Dana Desa tahap 111 di luar dari
kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

(4) Jumlah Kkeluarga penerima manfaat BLT Desa yang menerima tambahan BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F ayat (2) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
Dana Desa tahap |1l atau tahap 11 untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan/atau Dana Desa tahap |1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah Desa
menyampaikan daftar keluarga penerima manfaat yang belum menerima tambahan BLT Desa
kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pendanaan kekurangan pembayaran tambahan BLT Desa kepada daftar keluarga penerima
manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari APBD.

(7) Dana APBD untuk pendanaan kekurangan pembayaran tambahan BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) bersumber dari hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7a).

Pasal 20H**)

Tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F ayat (1) dibayarkan secara sekaligus
paling lambat tanggal 3 Desember 2021.

Pasal 201*%*)

(1) Pemerintah Desa dapat menyesuaikan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan kebutuhan
Desa dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang
ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat.

(2) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan
untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

Pasal 20J**)

(1) Penyaluran Dana Desa dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem pada
Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F ayat
(1), dengan ketentuan:

a. penyaluran Dana Desa tahap II:
1. kepala Desa menyampaikan dokumen Peraturan Desa mengenai APBDes kepada
bupati/wali kota; dan
2. bupati/wali kota menyampaikan dokumen Peraturan Desa mengenai APBDes kepada
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan surat pengantar, dan melakukan

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



penandaan (tagging) atas Desa layak salur dalam aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN); dan

b. penyaluran Dana Desa tahap Il atau tahap Il untuk Desa berstatus Desa Mandiri,

bupati/wali kota menyampaikan surat pengantar, dan melakukan penandaan (tagging) atas

Desa layak salur dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Negara (OM SPAN).

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 26 November 2021.
(3) Kepala Desa wajib menyampaikan dokumen penyaluran Dana Desa kepada bupati/wali kota,
dengan ketentuan:
a. tahap Il berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap | menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan
ratarata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) dari Dana Desa tahap | yang telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat
BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara
Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal
dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang
disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran
2019;
b. tahap Il berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap Il
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan
puluh dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap Il yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
dan

c. tahap Il untuk Desa berstatus Desa Mandiri berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap | menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan
ratarata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) dari Dana Desa tahap | yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat
BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara
Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal
dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang
disetor oleh kepala Desa ke RKUD;

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran
20109.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 24
Desember 2021.

(5) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Fisik dan Dana Desa paling lambat 31 Desember
2021.

(6) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

(7) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
dibayarkan sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati/wali kota termasuk realisasi
pembayaran tambahan BLT Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

(8) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desanya sampai dengan
bulan kedua belas dan perekaman atas realisasi pembayaran tambahan BLT Desa paling lambat
tanggal 31 Januari 2022.

(9) Dalam hal tanggal 24 Desember 2021 dan tanggal 31 Desember 2021 bertepatan dengan hari
libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7)
pada hari kerja berikutnya.

Pasal 20K**)

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan:
a. BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
b. tambahan BLT Desa,

dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa
yang akan disalurkan pada tahap Il tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal
berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak
mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah
ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati/wali kota
mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/wali kota
kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap Il pada tahun
anggaran 2022.

(5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh
pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APED dibuktikan dengan surat keterangan dari
Pemerintah Daerah yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi
untuk membayar tambahan BLT Desa.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Ketentuan mengenai:

a. rincian alokasi DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menurut Daerah
provinsi/kabupaten/kota;

b. rincian alokasi DAK Fisik per jenis/bidang/ subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a dan cadangan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
b menurut Daerah provinsi / kabupaten / kota;

c. rincian alokasi DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menurut Daerah
provinsi/kabupaten/ kota;

d. contoh format laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

e. contoh format pernyataan pengalokasian dukungan program pemulihan ekonomi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

f. contoh format laporan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah se bagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (I);

g. contoh format laporan rencana penggunaan sisa DID Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;

h. contoh format laporan realisasi penyerapan DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c;

i. contoh format laporan rencana penggunaan sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d;

j.contoh format laporan bulanan realisasi penyerapan DID tahun 2021 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e; dan

k. contoh format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20,

I.  contoh format laporan realisasi dukungan pendanaan belanja kesehatan penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (10), *)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 22

(1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini, pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 197 /PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Fisik;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07 /2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167
/PMK.07 /2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07
/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah; dan

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

(2) Ketentuan dan/ atau peraturan pelaksanaan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 /PMK.07 /2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam
rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
219 /PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1612);

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07 /2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866); dan

d. Lampiran huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/PMK.07/2021

TENTANG

PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DAN DAMPAKNYA

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
39



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
291



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
292



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
293



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
294



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
295



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
296



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
297



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
298



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
299



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
300



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
301



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
302



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
303



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

304



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
305



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
306



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
307



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

308



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
309



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
310



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
311



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
312



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
313



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
314



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
315



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
316



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
317



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
318



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
319



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
320



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
321



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
322



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021

**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
323



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/PMK. 07/2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07/2021

TENTANG PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN DAMPAKNYA

*)

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

324



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

325



*)

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
***) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022

326



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162/PMK.07/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DAN DAMPAKNYA

**)
*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118/PMK.07/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DAN DAMPAKNYA

***)
*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021

**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



***)

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022



CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Dampaknya:

PASAL 11

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan penyaluran Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Kuasa Pengguna
Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum Peraturan Menteri
ini diundangkan dan masih perlu dilakukan penandaan (tagging) desa, dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Men teri ini.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

B. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Dampaknya:

PASAL 11

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. pemotongan terhadap penyaluran DBH tahun anggaran 2021 dapat dilakukan dalam hal
rekomendasi pemotongan penyaluran DAU atau DBH per Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9B ayat (1) disampaikan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan; dan

b. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2021 yang telah
disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa atau masih dalam proses oleh bupati di kabupaten prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf m sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan,
penyaluran Dana Desa tahap 11 dan tahap 111 serta tahap Il untuk Desa berstatus Desa
Mandiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

C. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Dampaknya:

PASAL 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 94 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 19 Juli 2021
**) Perubahan Kedua (PMK Nomor 162 Tahun 2021) Tanggal Berlaku: 23 November 2021
**%*) Perubahan Ketiga (PMK Nomor 118 Tahun 2022) Tanggal Berlaku: 25 Juli 2022
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